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Abstrak 

SAKINAH.  105 251 102 219.  Judul Skripsi Analisis penyebab sengketa dalam 

akad musyarakah dipengadilan agama makassar kelas IA. Di bimbing langsung 

oleh Ayahanda Dr. Muhammad Ridwan S.HI.M.HI  dan Hasanuddin. S.E.,Sy.,ME 

Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku 

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan dapat memperoleh 

kedamaian dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari 

pastinya seseorang membutuhkan penghasilan sehingga kebutuhan kita dapat 

terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu sebagian Manusia berpikir harus 

mempunyai usaha untuk kelangsungan hidupnya, tetapi tidak jarang orang 

kekurangan di dalam memperadakan modalnya. Tetapi, saat ini hal itu bisa 

tercapai dengan banyaknya Bank Syariah yang menyediakan sarana pinjaman 

dengan berbagai macam akad yang bisa disepakati tentunya secara syariah. 

Adapun salahsatu jenis akad yang bisa dipakai adalah akad Musyarakah 

Mutanaqisah. Namun tidak semua pembiayaan bisa berjalan dengan lancar dan 

tentunya akan ada permasalahan yang biasa terjadi di dalamnya. Dan jika ada 

permasalahan yang terjadi maka biasanya pihak yang merasa dirugikan akan 

melaporkan gugatan kepada Pengadilan Agama, dan disitulah akan diproses 

bagaimana dalam menyelesaiakan masalahnya. Maka dari itu penulis bertujuan 

untuk menganalisis bagaimanakah proses serta aturan yang digunakan dalam 

menyelesaiakan permasalahan tersebut, apakah memang sesuai dengan hukum 

acara dan hukum syariat Islam yang berlaku atau tidak. 

Metode penelitian yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif yang 

dimana menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka 

dan wawancara. Dalam hal ini wawaancara dilakukan pada salah-satu Pengadilan 

Agama yaitu di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Adapun yang 

diwawancarai adalah Majelis Hakim yang telah menangani sengketa ekonomi 

syariah dalam akad Musyarakah ini. 

Hasilnya adalah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada akad 

Musyarakah itu dilakukan sesuai dengan aturan Undang-Undang beracara serta 

hukum syariat Islam. Pihak Bank PT. Bank Syariah Indonesi (BSI Tbk) Makassar 

telah memberikan peringatan-peringatan kepada pihak Para Tergugat Rekonvensi 

tentang pembayaran yang macet atau melakukan perlawanan hukum yaitu 

perbuatan cidera janji/wanprestasi kepada pihak Para Tergugat Rekonvensi. 

Kata Kunci:  Akad Musyarakah, Sengketa Ekonomi Syariah     
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar  Belakang 

Musyarakah adalah produk pembiayaan pada Bank Syariah yang berbasis 

kemitraan. Pada pembiayaan Musyarakah, kedua belah pihak bersepakat untuk 

menanamkan modal dalam jangka waktu tertentu. Adapun pembagian hasil 

keuntungan berdasarkan pada hasil dari usaha yang dikelola dari usaha tersebut, 

dan prosentasenya sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam akad.                                                                         

Akad merupakan keterikatan antara penawaran dan penerimaan kepemilikan. 

Begitu pentingnya akad, sehingga apabila terjadi permasalahan dikemudian hari 

maka yang menjadi acuan penyelesaian masalah berpedoman kepada Akad yang 

telah dibuat. Karena itu dalam pembuatan akad harus benar-benar dimengerti apa 

yang tertulis dan tertuang dalam akad tersebut, tidak langsung menandatangani 

akad tanpa memahami apa isi yang terkandung didalam akad tersebut. Karena bila 

akad telah ditandatangani, itu artinya pihak yang menandatangani sudah setuju 

dengan apa yang tertuang dalam akad tersebut.  

Pengertian Ekonomi Syari’ah Dan Macam-Macamnya Ekonomi syariah 

atau disebut juga sebagai ekonomi Islam, yaitu ekonomi berdasarkan prinsip-

prinsip Syari’ah. Yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perorangan, badan usaha yang berbadan 

hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Meliputi bank 
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syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, 

reksadana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah 

syari’ah, dan sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pergadaian syari’ah, dana 

pensiun lembaga keuangan syari’ah dan bisnis syari’ah. 

Menurut Sutan Remy Sjahdenini, Musyarakah adalah produk finansial 

syariah yang berbasis kemitraan. Pada metode pembiayaan Musyarakah, bank dan 

calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka 

waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu 

proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional  

yang ditentukan diawal. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, 

percampuran atau syarikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam 

bahasa Inggris disebut partnership. Adapun secara terminologis, musyarakah 

adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, 

dimana masingmasing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa   

 Menurut Sutan Remy Sjahdenini, Musyarakah adalah produk finansial 

syariah yang berbasis kemitraan. Pada metode pembiayaan Musyarakah, bank dan 

calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan dalam jangka 

waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu 

proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional 

yang ditentukan diawal.1  

 Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau 

syarikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris 

                                                           
1 Sutan Remy Sjahdenini, 2017, Perbankan Syariah, Produk-produk dan aspek hukumnya, Prenada 

Media Group, Jakarta, h. 329. 
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disebut partnership. Adapun secara terminologis, musyarakah adalah kerjasama 

usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana 

masingmasing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
2 

Menurut pendapat dari Khotibul Umam, Musyarakah adalah penanaman 

dana dari pemilik dana/ modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada 

suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang 

telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana 

/ modal berdasarkan bagian dana/ modalnya masingmasing.
3 

Berdasarkan fungsi hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian. 

Diharapkan mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan 

atau sengketa bidang ekonomi syariah. Sehingga untuk mengantisipasi 

kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa di masyarakat, diperlukan 

adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan 

berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga 

peradilan ataupun lembaga non peradilan.4 

Menurut Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama. Menegaskan Pasal 49 huruf i, kewenangan Peradilan Agama diperluas 

dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang 

menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, 

                                                           
2 Ibid, h. 142 
3 Khotibul Umam, 2016, Perbankan Syariah, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di 

Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, h. 131. 
4 Yulkarnain, Kesiapan, h 112. 
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maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama 

diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi 

syariah. 

Terkait pernyataan di atas Pengadilan Agama berhak untuk 

menyelesaiakan perkara dalam bidang ekonomi syariah. Adapun untuk 

penyelesaian di lembaga non peradilan agama, maka terdapat beberapa pilihan 

alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis dapat 

merumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Apakah  penyebab persengketaan ekonomi syariah dalam akad 

musyarakah?   

2. Bagaimana proses penyelesaian persengketaan ekonomi syariah tentang 

akad musyarakah di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dalam 

studi penelitian ini dapat disusun tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui penyebab dari sengketa ekonomi syariah tentang akad 

musyarakah dan bagaimana proses penyelesaiannya. 
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2. Untuk mengetahui apakah ada tantangan dalam proses penyelesaian kasus 

ekonomi syariah tentang akad musyarakah di Pengadilan 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Akademisi  

Meningkatkan kualitas akademisi dalam melakukan penelitian serta dapat 

menambah khasanah ilmu hukum dalam segi perjanjian akad Musyarakah 

Mutanaqisah di Indonesia yang pengaturannya sudah diatur dalam UU.  

2. Bagi Masyarakat 

Sebagai masukan serta memberi informasi kepada Masyarakat dalam 

proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama. Sehingga para masyarakat 

bisa lebih bijak dan analisis lagi dalam melakukan akad di suatu Bank terkhusus 

dalam akad musyarakah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A.  Analisis penyebab sengketa ekonomi syariah tentang akad musyarakah 

1. Pengertian sengketa ekonomi syariah dalam akad musyarakah 

                 Istilah lain dari Musyarakah adalah Syarikah atau Syirkah. Musyarakah 

menurut bahasa berarti “al-ikhtilath” yang artinya campur atau percampuran. 

Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta 

orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk 

dibedakan5. Secara etimologis, Musyarakah adalah pengabungan, percampuran 

atau serikat.Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa inggris 

disebut partnership.  6 Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama 

fiqh yang memberikan definisi syirkah antara lain: 

1) Menurut Mazhab Syafi’i, syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatubagi 

dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. 

2) Menurut Sayyid Sabiq, bahwa syirkah adalah akad antara dua orangberserikat 

pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan.  

3) Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, syirkah merupakan akad 

yangberlakuantara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalamsuatu 

usahadanmembagi keuntungannya. 

                                                           
5 Rahmat Syafei, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h 183 
6 Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta:Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), h 142. 
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        Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), syirkah 

adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalamhal permodalan, 

keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan 

pembagiankeuntungan berdasarkan nisbah. 

         Menurut Fatwa MUI, musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad 

kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-

masing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuanbahwa keuntungan 

dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengankesepakatan.7 

        Secara teknis musyarakah adalah akad kerjasama antara 2 (dua) pihakatau 

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana-mana masingpihakmemberikan 

konstribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungandanrisiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.  

        Di dalam musyarakah setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara 

proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan 

di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan 

bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu 

diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas 

dalam akad kerugian modal di bagi berdasarkan persentase modal masing - 

masing.  

        Berdasarkan pengertian musyarakah diatas dapat diambil 

kesimpulanmusyarakaah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam 

                                                           
7 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 218 
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suatu usaha tertentu dimana para pihak masing-masing memberikan kontribusi 

danasecara bersama - sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai 

perjanjian yang telah disepakati.  

       Adapun secara terminologi ada beberapa pendapat ulama fiqh yang 

memberikan definisi Syirkah antara lain: Menurut mazhab Maliki, Syirkah suatu 

izin bertasharruf bagi masing-masing pihak berserikat. 

 a. Menurut mazhab Hambali, Syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan 

tasharruf. 

b. Menurut Mazhab syafi’i, Syirkah merupakan berlakunya hak atas sesuatu bagi 

dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.8 

 c.  Menurut Sayyid Sabiq, bahwa Syirkah adalah akad antara dua orang berserikat 

pada pokok modal harta (modal) dan keuntungan. 

 d.  Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, Syirkah merupakan akad yang berlaku 

anatar dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu usaha dan membagi 

keuntungannya.9  

           Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Syirkah 

merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, 

keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah. 

                                                           
8 Mas’adi Ghufron A, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h 191. 
9 Hendi suhendi, Fiqh Muamalah,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h 125 

10 
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           Menurut Fatwa DSN-MUI, Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan 

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana 

masingmasing pihak memberikan konstribusi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.                                                                        

Berdasarkan pengertian Musyarakah diatas Musyarakah adalah kerjasama antara 

dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dimana para pihak masingmasing 

memberikan konstribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan 

kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah di sepakati. 

2.  Dasar  hukum ekonomi syariah dalam akad musyarakah 

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah 

dan Ijma’.  

a. Al-qur’an Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum musyarakah antara 

lain. 

   

Terjemahan: 

 “......Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka 

bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu”10  

 

 

                                                           
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2010), 

h. 79 
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Artinya:  

“Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan 

meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang 

banyak di antara orangorang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya 

sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; 

maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertobat” 

Dalam surat An-Nisa (4) ayat 12, pengertiaan syirkah adalah bersekutu 

dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat shad 

(38) ayat 24, lafal alkhutha diartikan syirkah, yakni orang-orang yang 

mencampurkan harta mereka untuk dikelolah bersama11 

Dari beberapa hadis tersebut jelas bahwa musyarakah merupakan akad 

yang dibolehkan oleh syara, bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahwa 

musyarakakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. 

Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterpkan sebagai akad yang 

berlaku dan dibolehkan dalam Islam.  

b.  Ijma  

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “kaum 

muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global 

walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. 

                                                           
11 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010) h. 342 
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c. Pertimbangan Yuridis  

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSNMUI No.08/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah. 

B. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang akad Musyarakah 

      1.   Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah 

            Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak 

baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan 

prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan 

perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa 

dirugikan. 

Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau 

ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang 

diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak 

sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis 

sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan yang 

diperjanjikan tetapi terlambat, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan 

sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan 

tersebut menyebabkan sengketa.  

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah 

adalah : 

a.  Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidakpahaman dalam proses 

bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-coba atau 
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karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra mitra bisnis, dan mungkin tidak 

adanya legal cover. 

b.  Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena ; 

1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan 

pendahuluan 

2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma- norma akad yang 

pasti, adil, dan efisien 

3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar 

membiarkan potensi itu akan terjadi 

4) Tidak jujur atau tidak amanah. 

Dari sisi jenis sengketa ekonomi12 

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat, 

yakni : 

a. Sengketa di bidang ekonomi syraiah antara lembaga keuangan dan lembaga 

pembiayaan syariah dengan nasabah. 

b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga 

pembiayaan syariah. 

c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam 

yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha 

yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

d. Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan 

Pernyataan Pailit dan juga bisa berupa Penundaan. 

                                                           
12 Ahmad Mujahidin, Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariat di 

Indonesia,(Bogor:Ghalia  Indonesia,2010), 18-19. 
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2. Jenis-jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan 

dua metode, yaitu: 

a. Penyelesaian secara Litigasi 

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara, Hakim selalu dituntut 

untuk mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk 

mengetahui substansinya. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah 

penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. 

4. Berakhirnya/Batalnya akad Musyarakah  

        Faktor-faktor yang membatalkan semua jenis musyarakah adalah menurut 

ulama Malikiyah apabila salah satu pihak membatalkannyameskipun tanpa 

persetujuan pihak yang lainnya, sebab musyarakahmerupakan akad yang terjadi 

atas dasar rela sama rela antara kedua belahpihak, atau salah satu pihak 

kehilangan kemampuan untuk mengelola hartanya baik karena gila maupun 

karena alasan lainnya dan apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik 

dengan mengundurkan diri, meninggal atau hilang akal maka kemitraan tersebut 

dikatakan bubar karena musyarakah berawal dari kesepakatan untuk bekerja sama 

dan setiap mitra mewakili mitralainnya dalam kegiatan operasional. Dengan tidak 

ada lagi salah seorang mitra maka berarti hubungan perwakilan juga dianggap 

sudah tidak ada. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. 

Menurut Saryono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menyelidiki, menggambarkan, menjelaskan, menemukan kualitas atau 

keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat d ijelaskan, diukur atau 

digambarkan melalui pendekatan kualitatif.  

1.  Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat 

deskriptif. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menjelaskan secara 

mendalam terkait Akad Musyarakah Mutanaqisah berdasarkan tinjauan hukum 

islam dan mengkaji cara penyelesaian sengketa tentang akad musyarakah 

mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah di Pengadilan 

Agama  Makassar Kelas IA Jl. Perintis Kemerdekaan, Daya, kec. Biringkanaya, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan 
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     C. Fokus Penelitian  

Adapun adanya penelitian ini dengan judul Analisis Penyebab Ekonomi 

Syariah dalam  Akad Musyarakah Penelitian ini sangat berfocus pada tata cara 

penyelesaian sengketa yang berdasarkan dengan Al-Quran, Al-Hadits serta UU.      

   

     D. Deskripsi Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi atau prosedur 

penyelesaian sengketa akad musyarakah mutanaqisah di Pengadilan Agama yang 

dikorelasikan dengan proses atau tata caranya sesuai dengan tinjauan hukum 

dalam Islam. 

 

      E. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaaitu 

sumber primer dan sumber sekunder. 

1. Data Primer  

 Data Primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan hasil 

wawancara dari Hakim informan. Data dari informasi tersebut diperoleh  

adalah  melalui Hakim  wawancara secara langsung kepada informan. 

2.  Data Sekunder  

Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari dokumen putusan 

Pengadilan Agama yang terkait dengan akad musyarakah  yang berdasarkan 

tinjauan hukum islam.  

 

3. Data Tersier  
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Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk 

terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data yang digunakan adalah 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

 

     F. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument utama adalah peneliti 

itu sendiri atau anggota tim peneliti. Selain dari peneliti sebagai instrument utama 

juga digunakan beberapa instrument lainnya yang berupa observasi dan pedoman 

wawancara pada penelitian ini, untuk memperoleh hasil observasi dan wawancara, 

maka diperlukan alat-alat yang membantu dalam proses tersebut, seperti buku 

catatan dan alat tulis lainnya yang digunakan untuk mencatat hasil observasi dan 

wawancara, handphone digunakan sebagai alat perekam suara wawancara antara 

peneliti dengan informan, dan camera untuk mendokumentasikan proses 

penelitian.13 

 

G. Teknik Pengumpulan  

Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumentasi:  

1. Observasi  

        Observasi, yaitu dengan cara mengamati langsung pada objek yang 

akan diteliti guna memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap 

permasalahan yang diteliti.  

2. Wawancara  

                                                           
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Alfabeta), 

2018, Cet Ke-28, h.224 
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   Wawancara yaitu metode untuk mendapatkan data dengan cara 

melakukan Tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 

bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang 

analisis dalam penelitian. Wawancara ini dilakukan guna melengkapi 

serta menggali informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan 

data yang diperlukan dalam masalah penelitian dengan melakukan 

wawancara langsung dengan staf, hakim tinggi di Pengadilan Agama 

Tingkat kelas 1A Makassar.  

3. Dokumentasi  

    Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari benda-benda tertulis seperti buku, 

majalah, jurnal dan sebagainya. Hasil penelitian akan lebih dapat 

dipercaya apabila dilengkapi dengan dokumentasi. 

 

H. Instrumen Penelitian 

 Dengan melihat permasalahan yang hendak diteliti dalam penelitian ini 

maka penulis mengadakan instrument sebagai berikut:  

1. Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh 

data yang diperlukan guna melengkapi keterangan atau informasi yang 

diperoleh.  

2. Mengadakan proses tanya jawab atau wawancara dengan kepada 

pihak yang dianggap perlu untuk diambil keterangannya mengenai 

masalah yang akan dibahas.  
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Dokumentasi, yakni metode pengumpulan data dengan cara membuka 

dokumen atau catatan-catatan yang dianggap perlu. 

I. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan 

identifikasi berbagai data yang terkumpul secara detail sehingga memperoleh 

suatu kesimpulan yang relevan dan adapun kompenen dalam analisis data. Miles 

dan Huberman (Sugiyono, 2018), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut ini beberapa teknik analisis 

data menurut Miles dan Huberman.  

 1. Data Reducton 

 (Reduksi Data) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu, perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan dan polanya.  

 2. Data Display (Penyajian Data)  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart ataupun sejenisnya. 

Dengan melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan pada 

hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.  
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3. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan),  

  Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambara 

suatu obyek yang sebelumnya masih renang-renang atau gelap sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, atau interaktif, hopotesis 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN   

a. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas IA  

Pengadilan Agama Makassar terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 

Km. 14, Daya, Biring Kanaya, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sejarah 

keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan Peraturan 

Pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, sejak 

zaman kerajaan atau sejak zaman Penjajahan Belanda, namun pada waktu itu 

bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu Kewenangan Seorang Raja untuk 

mengangkat seorang pengadili disebut sebagai Hakim, akan tetapi setelah 

masuknya Syariah islam, Maka Raja kembali mengangkat seorang Qadhi. 

Kewenangan Hakim diminimalisir dan diserahkan kepada Qadhi atau halhal yang 

menyangkut perkara Syariah agama Islam. Wewenang Qadhi ketika itu termasuk 

Cakkara atau Pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara 

nikah.14 

Peradilan Agama adalah suatu kekuasaan Negara dalam menerima, 

memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, shadaqah, wakaf dan Ekonomi Syariah di antara orang-

orang islam untuk menegakkan yang namanya hukum serta keadilan. Adapun 

Pengadilan Agama merupakan salah-satu lingkungan peradilan yang diakui 

                                                           
14 Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020 atau 

dapat pula diakses pada situs https://pa-makassar.go.id/tentang pengadian/profile-pengadilan/sejarah-
pengadilan, diakses pada tanggal 1 juni 2020 
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eksistensinya di dalam Undang-Undang RI No 14 Tahun 1970 tentang pokok-

pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir itu telah diganti dengan Undang-

Undang RI No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang dimana 

merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada islam dengan 

lingkup kewenangan yang khusus pula, baik kepada perkaranya maupun terhadap 

pencari keadilannya. Di samping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana itu termasuk Peradilan Khusus. 

Undang-Undang RI No 7 disahkan dan diundangkan pada Tanggal 29 

Desember Tahun 1989 yang ditempatkan dalam lembaran Negara RI No 49 

Tahun 1989 dan tambahan dalam lembaga Negara No 3400. Adapun isi dari 

Undang-Undang RI No 7 Tahun 1989 terdiri atas tujuh bab meliputi 108 pasal. 

Ketujuh bab tersebut adalah ketentuan umum, susunan pengadilan, kekuasaan 47 

pengadilan, hukum acara, ketentuan-ketentuan lain, ketentuan peralihan dan 

ketentuan penutup.  

1. Sebelum PP. No. 45 Tahun 1957  

Sejarah keberadaan Pengadilan Agama Makassar tidak diawali dengan 

peraturan pemerintah (PP. No. 45 Tahun 1957), akan tetapi sejak zaman dahulu, 

sejak zaman kerajaan atau sejak zaman kerajaan atau sejak zaman penjajahan 

Belanda, namun pada waktu itu bukanlah seperti sekarang ini adanya. Dahulu 

kewenangan seorang Raja itu untuk mengangkat seorang pengadil maka disebagai 

Hakim, akan tetapi setelah masuknya Syariah Islam, maka Raja kembali 

mengangkat seorang Qadhi. Pada kewenangan Hakim itu sangat diminimalisir dan 

kemudian diserahkan kepada Qadhi atau hal-hal yang menyangkut pada perkara 
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Syariah agama islam. Wewenang Qadhi pada waktu itu termasuk Cakkara atau 

pembagian harta gono-gini karena cakkara berkaitan dengan perkara nikah. Pada 

zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni Makassar, Gowa 

dan lain-lain. Qhadi pertama di Makassar adalah Maknun Dg. Manranoka 

bertempat tinggal di Kampung Laras. Qadhi lain yang dikenal ialah K.H. Abd. 

Haq dan Ince Moh. Sholeh disebut Acting Qadhi. Qadhi dahulu berwenang dan 

berhak mengangkat sendiri yang berhak membantunya guna untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan 

Belanda pada saat itu dipimpin oleh Hamente. 

Pada zaman penjajahan Belanda, sudah terbagi yuridiksi Qadhi, yakni 

Makassar, Gowa dan lain-lain. Qadhi dahulu berwenang dan berhak mengangkat 

sendiri para pembantu-pembantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan 

fungsi dan tugasnya, dan pada zaman pemerintahan Belanda saat itu dipimpin 

oleh Hamente. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Makassar terbentuk 

pada tahun 1960, yang meliputi wilayah Maros, Takalar dan Gowa, karena pada 

waktu itu belum ada dan belum dibentuk di ketiga daerah tersebut, jadi masih 

disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum terbentuknya Mahkamah Syariah 

yang kemudian berkembang menjadi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, 

maka dahulu yang mengerjakan kewenangan Pengadilan Agama adalah Qadhi 

yang pada saat itu berkantor dirumah tinggalnya sendiri. Setelah keluarnya PP. 

No. 45 Tahun 1957, maka pada tahun 1960 terbentuklah Pengadilan Agama 

Makassar yang waktu itu disebut “Pengadilan Mahkamah Syariah”. 
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2. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957  

Setelah keluarnya PP. No. 45 Tahun 1957, maka pada Tahun 1960 

terbentuklah Pengadilan Agama Makassar Yang waktu itu disebut “Pengadilan 

Mahkamah Syariah” adapun wilayah Yuridiksinya dan keadaan gedungnya 

seperti diuraikan pada penjelasan berikut:  

b). Letak Geografis  

Semenjak dari awal berdirinya hingga sampai pada Tahun 1999 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah mengalami gedung permanen 

seluas 150 m2, adapun untuk rencana pembangunan itu selama Lima Tahun, 

akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, peningkatan jumlah perkara 

yang meningkat dan memerlukan jumlah personil dan SDM yang memadai 

maka turut andil mempengaruhi keadaan kantor yang sangat butuh perluasan 

serta perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai. Maka pada 

Tahun 1999 Pengadilan Agama Makassar melakukan relokasi gedung baru dan 

pindah tempat ke Gedung baru yang bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaaan 

Km. 14 Daya Makassar dengan luas lahan tanahnya 2.297 M2 dan luas 

bangunan 1.887,5 M2. 

c). Luas Wilayah  

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Kota 

Makassar mempunyai batas-batas seperti berikut:  

- Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar;  
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- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros; 

 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;  

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.  

        Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makassar 

dahulu hanya terdiri 9 Kecamatan selanjutnya berkembang menjadi 14 

Kecamatan. 

1. Visi dan misi Pengadilan Agama Makassar  

a. Visi  

“Terwujudnya Pengadilan Agama Makassar yang bersih, 

berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju 

supremasi hukum.” Pengadilan Agama Makassar yang bersih, 

mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh non hukum baik 

berbentuk kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun pengaruh tekanan luar 

dalam upaya penegakan hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik 

yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu 

proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi 

prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.  

Berwibawa, mengandung arti bahwa Pengadilan Agama Makassar 

ke depan terpercaya sebagai lembaga peradilan yang memberikan 

perlindungan dan pelayanan hukum sehingga lembaga peradilan tegak 

dengan kharisma sandaran keadilan masyarakat.  
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Profesionalisme, mengandung arti yang luas, profesionalisme 

dalam proses penegakan hukum, profesionalisme dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan hukum dan profesionalisme memanajemen lembaga 

peradilan sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat terwujud. 

Jika hukum dan keadilan telah terwujud maka supremasi hukum dapat 

dirasakan oleh segenap masyarakat. 

b. Misi 

 Berdasarkan visi Pengadilan Agama Makassar yang telah 

ditetapkan tersebut, maka ditetapkan beberapa misi Pengadilan Agama 

Makassar untuk mewujudkan visi tersebut. Misi Pengadilan Agama 

tersebut adalah :  

1. Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses peradilan. 

2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan. 

3. Mewujudkan tertib administrasi dan manajemen peradilan. 

4. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum. 

“Mewujudkan Pengadilan Agama yang transparan dalam proses” mengandung 

makna bahwa untuk mewujudkan lembaga peradilan yang  bersih, berwibawa dan 

profesionalisme, maka pelaksanaan proses peradilan harus diwujudkan dengan 

transparan. Wujudnya nyata transparan adalah proses yang cepat, sederhana dan 

biaya murah. Misi tersebut merupakan langkah antisipatif terhadap euforia 

reformasi hukum yang selalu didengungkan masyarakat. 

 Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu menganggap bahwa 

proses ke Pengadilan akan selalu lama, berbelit-belit dan memakan waktu dan 
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biaya yang mahal harus ditepis dengan misi tersebut, misi tersebut juga sesuai 

dengan kehendak peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman." 

“Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan”. Pembinaan merupakan 

tindakan antisipatif, yang merupakan upaya meningkatkan sumber daya manusia 

dalam memberikan pelayanan hukum secara maksimal kepada masyarakat. 

Pengawasan merupakan tindakan untuk : (1). menjaga agar pelaksanaan tugas 

lembaga sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; (2). mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara 

tertib sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya; (3). menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para 

pencari keadilan yang meliputi : kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara 

yang cepat dan biaya perkara yang murah.15 

Peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan merupakan upaya 

preventif terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan 

yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan cepat 

terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari masyarakat. 

Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat mengurangi sorotan dan 

kritikan terhadap lembaga peradilan."  

“Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan”. 

Administrasi dan manajemen merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola 

                                                           
15 Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Tentang Visi, Misi, Tugas Dan 

Fungsi Pengadilan Agama. Diakses Tanggal 30 Juli 2020 
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administrasi dan manajemen yang baik akan mendorong percepatan terwujudnya 

visi dan misi. Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan manajemen yang 

telah ditetapkan merupakan hal urgen, perubahan birokrasi atau reformasi 

birokrasi dalam tubuh lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi 

hukum." 

“Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum”. Yang mengandung makna 

bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut mencakup 

sarana gedung, sarana organisasi yang baik, sarana peralatan yang memadai, 

sarana keuangan yang cukup dan lain-lain." 

b. Deskripsi Uraian Kerja 

 Penyusunan alur tugas pkpk dan fungsi (poksi)  

1) Ketua  

a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.  

b. Menjadwalkan dan menetapkan rencana kegiatan.  

c. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.  

d. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.  

e. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.  

f. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan dilingkungan 

Pengadilan Agama.  

g. Mengadakan rapat dinas.  

h. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.  

i. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama 
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j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan 

Pengadilan Agama.  

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.  

l. Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur 

pembagian tugas para hakim untuk melakukan siding perkara.  

m. Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan 

Agama.  

n. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi suatu 

keputusan.  

o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi 

penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum 

islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada Masyarakat.  

p. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. 

 2) Wakil Ketua  

a. Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama.  

b. Menetapkan sasaran setiap tahun kegiatan.  

c. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan.  

d. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan.  

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

Pengadilan Agama.  

f. Memantau pelaksaan tuas bawahan.  

g. Menetapkan rumusan Pengadilan Agama.  

h. Mengadakan rapat dinas. 
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i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.  

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul di lingkungan 

Pengadilan Agama/  

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.  

l. Menunjuk dan menetapkan tugas majelis hakim dan mengatur 

pembagian tugas para hakim untuk melakukan siding perkara.  

m. Menetapkan dan memerintahkan eksekusi/sita eksekusi dalam suatu 

keputusan. 

n. Mengitsbatkan dan menentukan tim hisab rukyat hilal di Pengadilan 

Agama. 

o. Menunjuk dan menentukan rohaniwan untuk mendampingi 

penyumpahan pejabat/pegawai serta memberikan nasehat tentang hukum 

islam sebagai upaya penyuluhan hukum kepada Masyarakat.  

p. Melaksankan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.  

q. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan Pemngadilan 

Agama.  

r. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama. 

3) Hakim  

a. Menjadi Ketua atau Anggota Majelis sidang atas penunjukan Ketua 

Pengadilan Agama.  

b. Meneliti dan mempelajari berkas yang akan disidangkan.  

c. Sebagai mediator terhadap pihak yang berperkara untuk melakukan 

mediasi kepada pihak yang berperkara.   
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d. Membantu Hakim Ketua sidang dalam menyelesaiakan konsep 

putusan/penetapan Pengadilan Agama.  

e. Membantu Hakim Ketua Pengadilan Agama dalam bidang hukum syara 

hisab dan rukyat.  

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengadilan 

Agama.  

g. Dalam pelaksaan tugas, hakim bertanggung jawab kepada Ketua 

Pengadilan Agama.  

h. Hakim anggota pertama pada satu majelis, mengkonsep 

putusan/penetapan dan hakim anggota kedua, memeriksa berita acara 

sidang.  

4) Panitera/Sekretaris  

a. Memimpin pelaksaan tugas kepaniteraan/kesekretariat. 

b. Menetapkan sasaran kegiatan kepaniteraan/kesekretariatan.  

c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan.  

d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab 

kegiatan kepaniteraan/kesekretariatan.  

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan 

kepaniteraan/kesekretariatan.  

f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan.  

g. Mengadakan rapat dinas.  

h. Menyiapkan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang 

kepegawaian/kesekretariatan.  
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i. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait 

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul dibidang 

kepaniteraan/kesekretariatan.  

k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.  

l. Menyusun konsep pembinaan hukum agama dan melaksanakan hisab 

rukyat.  

m. Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di lingkungan 

kepaniteraan/kesekretariatan.  

5) Panitera Muda Gugatan  

a. Melaksanakan administrasi perkara gugatan.  

b. Mempersiapkan persidangan perkara gugatan untuk itu harus 

mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara gugatan.  

c. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.  

d. Dan tugas lain yang berhubungan dengan perkara perdata gugatan.  

6) Panitera Muda Permohonan  

a. Melaksanakan administrasi perkara permohonan.  

b. Menyiapkan berkas perkara gugatan yang masih berjalan.  

c. Mempersiapkan persidangan perkara permohonan untuk itu harus 

mengadakan koordinasi dengan panitera pengganti perkara permohonan.  

d. Urusan lain yang juga berhubungan dengan masalah perkara perdata 

permohonan.  
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7) Panitera Muda Hukum 

a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic 

perkara, menyimpan arsip berkas perkara, menyusun laporan perkara serta 

melakukan pengurusan administrasi, pembinaan hukum agama, hisab 

rukyah dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan 

perundangundangan.  

b. Menerima, mencatat, mengolah, menyalurkan surat-surat masuk/keluar 

sub kepaniteraan perkara.  

c. Menghimpun, mengola, membukukan dan mengajukan pertimbangan 

hukum.  

d. Mempersiapkan rencana rumusan nasehat dan pertimbangan hukum.  

e. Mempersiapkan penyelenggaraan islah terhadap pertentangan faham 

dalam agama.  

f. Merumuskan pedoman penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal dan 

akhir bulan qamariah.  

g. Mengatur dan mengurusi pengambilan sumpah menurut hukum agama. 

h. Mempersiapkan data perkara dan menyususn statistic dan dokumentasi 

Pengadilan Agama.  

i. Mempersiapkan pemberian bimbingan Pengadilan Agama di bidang 

hukum syara, statistic dan dokumentasi serta ketatalaksanaanya.  

j. Menyusun laporan kegiatan sub Kepaniteraan Hukum.  

k. Menghimpung klipping hukum yang berkaitan dengan Pengadilan 

Agama.  
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8) Kepala Sub Bagian Kepegawaian 

 a. Memimpin pelaksanaan tugas sub bagian kepegawaian.  

b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.  

c. Menyususn dan menjadwalkan rencana kegiatan. 

d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab 

kegiatan.  

e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan bawahan.  

f. Memantau pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian 

kepegawaian.  

g. Mengadakan rapat dinas.  

h. mengadakan koordinasi dengan satuan kerja terkait.  

i. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan, dibidang 

sub bagian kepegawaian.  

j. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul. 

  k. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.\  

l. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan. m.Mengevaluasi 

prestasi kerja bawahan.  

n. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris Pengadilan Agama 

9) Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan  

a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, 

pengelolaan teknologi informasi dan statistic.  

b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.  
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c. Dan lain-lain yang berhubungan dengan sub bagian perencanaan, TI dan 

pelaporan.  

10) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan  

a. Membantu Wakil Sekertaris yang memimpin pelaksanaan tugas sub 

bagian keuangan. 

b. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun.  

c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan bersama-sama sub 

bagian umum.  

d. Menyapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan dibidang 

sub bagian keuangan.  

e. Mengadakan koordinasi dengan satuan kerja lain yang terkait.  

f. Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncul.  

g. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan.  

h. Melaksanakan tugas khusus yang sudah diberikan oleh atasan.  

i. Membuat laporan tentang keuangan secara berkala atau sesuai dengan 

aplikasi.  

j. Sebagai anggita tim pengelola biaya kepaniteraan bertugas membantu 

kelancara tugas tim, pengelola, bendaharawan, dan atasan langsung 

bendaharawan. 

k. Merencanakan serta melaksanakan pengurusan surat menyurat, 

perlengkapan rumah tangga dan perpustakaan.  

l. Mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada 

atasan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua 
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Pengadilan Agama Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku.  

m. Membuat laporan Tahunan (LT). laporan mutasi barang triwulan 

(LMBT), dan kartu inventaris barang (KIB), dan lain-lain yang berkaitan 

dengan umum. 

n. Mengusulkan penghapusan barang milik Negara atau kekayaan Negara. 

11) Panitera Pengganti  

a. Membantu Hakim Majelis dalam persidangan dengan mencatat hal-hal 

yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara.  

b. Bertanggung jawab atas kebenaran catatan tersebut berdasarkan sumpah 

jabatan pada waktu melaksanakan tugas.  

c. Mencatat selengkapnya segala yang terjadi berkaitan dengan para pihak 

selama persidangan dalam bentu berita acara yang kemudian merupakan 

tanggung jawab segala isi dari berita acara tersebut.  

d. Menandatangani berita acara persidangan bersama-sama dengan Ketua 

Majelis.  

e. Membantu Hakim dalam bentuk menyusun/ menyelesaiakan putusan/ 

penetapan.  

f. Melaksanakan tugas lain dibidang perkara yang diberikan Panitera dan 

Panitera Muda.  

g. Menyusun dan menjahit berkas B terhadap perkara banding yang 

ditangani. 
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12) Jurusita  

a. Dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Panitera.  

b. Mengetik panggilan pemberitahuan isi putusan.  

c. Melaksankan tugas pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak 

pencari keadilan.  

d. Melaksanakan penyitaan 

e. Membuat berita acara penyitaan dan menghubungi pihak-pihak yang 

terkait.  

f. Membuat berita acara eksekusi dan menghubingi pihak-pihak yang 

terkait.  

g. Melakukan eksekusi 
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B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Penyebab Sengketa Ekonomi Syari’ah Dalam Akad Musyarakah 

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan 

dan Masyarakat serta meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada lembaga 

Peradilan tentunya harus sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku di 

lingkungan Peradilan Agama. 

Sungguh pun aktivitas ekonomi syari’ah telah dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip syari’ah, namun dalam proses perjalanannya 

tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang 

bersangkutan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara 

wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Secara umum, penyebab 

terjadinya sengketa ekonomi syari’ah adalah: 

a. Wanprestasi (cidera janji) 

 Apabila tuntutan berdasarkan wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat 

dan penggugat terikat dalam suatu perjanjian. Dengan demikian pihak ketiga 

(bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti 

kerugian dengan alasan wanprestasi.  

                                                   

Terjemahan:  

“Hai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji itu” 

 Di antara contoh wanprestasi dalam akad ekonomi syari’ah adalah sebagai 

berikut: 
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1) Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan (harga sewa, 

harga beli, dan bagi hasil) tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan 

tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah disepakati dalam akad antara 

pihak nasabah dengan bank. 

2) Dokumen atau keterangan yang dimasukkan/disuruh masukkan ke dalam 

dokumen yang diserahkan nasabah kepada bank, ternyata palsu, tidak sah, atau 

tidak benar.  

b. Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatig Daad) 

Tuntutan yang didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum tidak perlu 

didahului dengan perjanjian antara penggugat dengan tergugat, sehingga tuntutan 

ganti rugi dapat dilakukan setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah 

terdapat hubungan perjanjian antara penggugat dan tergugat. Dengan demikian 

pihak ketiga dapat melakukan gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum.  

c. Force majeur,  

Yaitu suatu keadaan dimana Debitur tidak dapat memenuhi atau 

melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan diluar kemampuan manusia.9 

Sengketa yang timbul karena Force majeur biasanya mengenai perselisihan 

apakah suatu kejadian diakui sebagai Force Majeur atau tidak oleh pihak lain, dan 

biasanya syarat-syarat agar suatu keadaan diakui sebagai Force Majeure 

dituangkan dalam akad, seperti ditetapkannya batasan waktu untuk pihak yang 

terkena akibat langsung dari Force Majeur tersebut wajib memberitahukan secara 

tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari Lembaga Kepolisian/Instansi yang 

berwenang kepada Pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeur tersebut dan 
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jika terjadi keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya 

Force Majeur tersebut dalam batas waktu yang disepakati maka akan 

mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeur oleh 

Pihak lain. 

Pengadilan agama Tingkat IA kota makassar dalam menyelesaikan suatu 

perkara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (i) 

Tentang Perubahan Kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peradilan 

Agama bertugas dan berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat 

pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi 

syariah.16 

Sengketa adalah situasi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh 

pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada 

pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak 

pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah sengketa. 

Sengketa menggambarkan perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam 

perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam 

perjanjian.  

Hukum telah menyediakan berbagai sarana bagi masyarakat yang terlibat 

sengketa untuk menyelesaikannya. Setidaknya ada dua jalur penyelesaian 

sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Melalui litigasi yaitu jalur 

pengadilan. Untuk konteks sengketa ekonomi syariah, pengadilan yang 

                                                           
16 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama 
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berwenang yaitu Pengadilan Agama berdasarkan keputusan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang berisi bahwa majelis hakim pengadilan 

negeri wajib menyatakan tidak berwenang atas sengketa yang terjadi dalam kasus 

yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Selain melalui jalur litigasi 

(pengadilan), penyelesaian sengketa dapat melalui jalur non litigasi (di luar 

pengadilan) 

Sengketa ekonomi syariah adalah merupakan suatu pertentangan antara 

satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut 

berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah 

yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat 

mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang 

bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut karena salah satu pihak 

melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga 

dapat menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian 

pihak debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.17 

Oleh sebab itu dalam hal pengaduan kasus Sengketa ekonomi syariah pengadilan 

Agama Tingkat IA mengemukakan juknis atau prosedurnya sebagai berikut: 

a. Syarat Dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan  

1) Disampaiakan Secara Tertulis  

a) Pengaduan hanya dapat diterima dan ditangani oleh Mahkarnah 

Agung, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat 

Pertarna apabila disampaikan secara tertulis oleh Pelapor. 

                                                           
17 Aqimuddin Eka An, Solusi Bila Terjerat Kasus Bisnis (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010).75 
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b) Pelapor dianjurkan untuk menggunakan formulir khusus untuk 

menyampaikan pengaduannya, baik dalam bentuk cetak maupun 

elektronik di situs resmi Mahkamah Agung. Meskipun demikian. 

pengaduan yang tidak menggunakan formulir khusus tersebut tetap 

akan diterima dapat di tindaklanjuti. 

c) Dalam hal Pelapor memiliki kesulitan untuk membaca dan 

menulis, petugas di Mahkamah Agung atau Pengadilan akan 

membantu menuangkan pengaduan yang ingin disampaikan 

Pelapor seeara tertulis dalam formulir khusus pengaduan. 

2) Menyebutkan Informasi Dengan Jelas  

a) Untuk mempermudah penanganan dan tindak. lanjut terhadap 

pengaduan yang disampaikan, Pelapor diharapkan dapat 

menyebutkan secara jelas informasi mengenai : Identitas Aparat 

yang dilaporkan, termasuk jabatan, serta satuan kerja atau 

pengadilan tempat Terlapor bertugas; Perbuatan yang dilaporkan; 

Nomor perkara, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan 

pemeriksaan suatu perkara; dan Menyertakan bukti atau keterangan 

yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan. Bukti atau 

keterangan ini termasuk nama. alamat dan nomor kontak pihak lain 

yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat 

pengaduan Pelapor. 

b) Pelapor sedapat mungkin diharuskan untuk mencantumkan 

identitasnya. Namun demikian selama informasi dalam pengaduan  
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yang disampaikan benar dan memiliki dasar yang kuat, pengaduan 

yang tidak mencantumkan identitas akan tetap ditindaklanjuti oleh 

Mahkamah Agung. 

3) Tata Cara Pengiriman  

a) Pengaduan ditujukan kepada: Ketua atau Wakil Ketua pada 

Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding di 

mana Terlapor bertugas; atau Ketua Wakil Ketua Mabkamah 

Agung Bidang Non Yudisial, atau Ketua Muda Pengawasan 

dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan. 

b) Apabila pengaduan dikirimkan melalui pos dalam amplop tertutup, 

maka harus disebutkan secara jelas bahwa isi amplop tersebut 

adalah pengaduan dengan menuliskan kata "PENGADUAN pada 

Pengadilan" pada bagian kiri atas muka amplop tersebut. 

b. Materi Pengaduan 

 Materi pengaduan pada Pengadilan Agama tingkat IA Kota Makassar 

meliputi hal-hal sebagai berikut18 :  

1) Pelanggaran terhadap kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim  

2) Penyalahgunaan wewenang/jabatan  

3) Pelanggaran sumpah jabatan  

4) Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil tatu peraturan 

disiplin militer  

                                                           
18 Dukumen Resmi Pengadilan Agama tingkat IA Makassar, Diakses Tanggal 30 Juli 2020 atau 

lihat pada situs https://pa-makassar.go.id/layanan-publik/layanan-pengaduan/pedomanpengaduan diakses 

tangga 31 Juli 2020 
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5) Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan- 

perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga 

peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;  

6) Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun 

karena kelalaian dan ketidakpahaman. 

7)  Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yan 

bersifat administratif. 

8) Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat rnerugikan pihakpihak 

yan berkepentingan serta masyarakat secara umun. 

2. Proses Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Akad Musyarakah  

Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dapat ditempuh melalui jalur 

pengadilan dan jalur di luar pengadilan.  

a. Jalur Pengadilan 

 Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui 

jalur pengadilan. Adapun pengadilan yang berwenang menerima, 

memeriksa, dan mengadili perkara ekonomi syariah sesuai UU No. 3 

Tahun 2006 adalah pengadilan agama. Namun jika mengacu kepada UU 

NO. 21 Tahun 2008 maka pengadilan negeri juga berwenang 

menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Keadaan ini terus berlanjut dan 

baru berakhir setelah MK mengeluarkan putusan Nomor 93/ PUU-X/2012 

tanggal 29 Agustus 2013. Dengan putusan MK tersebut maka pengadilan 

yang berwenang menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah hanya 

pengadilan agama. 
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b. Jalur di Luar Pengadilan 

  Upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur di luar 

pengadilan, dapat ditempuh dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, 

penilaian ahli, mekanisme arbitrase. 

Musyarakah atau syirkah dapat dimaknai sebagai akad kerjasama antara 

dua pihak atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam bisnis maka 

tujuannya adalah untuk memperoleh profit dari usaha yang dikelola bersama. 

Untuk menjelaskan lebih rinci, apa itu musyarakah adalah dua pihak atau 

lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya) dapat 

mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan 

hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam apa itu musyarakah memiliki bagian 

secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki 

hak mengawasi (voting right) perusahaan sesuai proporsinya masing-masing. 

a. Berdasarkan dari hasil wawancara yang saya dapatkan dengan salah-satu 

Hakim di Pengadilan Agama yaitu Ibu (NJ) mengenai akad Musyarakah 

  “yang pastinya Musyarakah itu adalah suatu perjanjian antara dua belah 

pihak atau lebih terhadap suatu asset yang dilakukan misalnya antara Bank 

Syariah sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Debitur, yang dimana ada pihak 

yang bertambah hak kepemilikannya dengan perjanjian atau akad sesuai dengan 

Syariat Islam, itulah yang membedakan dengan Bank Konvensional yang 

menggunakan sistem Riba, begitu.”19 

b. Bagaimanakah Majelis Hakim dalam menaggapi sengketa pada akad 

Musyarakah  

                                                           
19 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar Kelas 

1 A) Wawancara, Makassar, 6 April 2023. 
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 Dalam menghadapi Sengketa Musyarakah tentunya menimbulkan beberapa 

respon dari suatu individu dengan individu lainnya, dan tentunya harus ditangani 

dengan sebaik-baik mungkin.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama responden yaitu Ibu (NJ).  

“kami dalam menanggapi sengketa seperti ini pastinya langsung 

berpikir antara seseorang yang melakukan kerjasama dengan suatu Bank 

Syariah. Karna di zaman sekarang ini penggunaan Bank Syariah itu sudah 

sangat meningkat, karena itulah juga salah satu penyebabnya kenapa 

seseorang bisa bersengketa dengan melakukan Wanprestasi atau tidak 

dipenuhinya Prestasi lagi yang dilakukan oleh ssalah satu pihak baik itu 

Bank sebagai Krediturnya ataupun Nasabah Sebagai Debiturnya. Intinya 

bagaimana dia mengajukan ke Pengadilan Agama”  

Jadi dapat diketahui bahwa salah-satu penyebab terjadinya sengketa pada 

akad Musyarakah yaitu karena adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh salah-

satu pihak baik itu Bank Syariah ataupun Nasabahn-Nya, sehingga sangat butuh 

penanganan yang maksimal. Karena dari tahun ke tahun penggunaan Bank 

Syariah itu semakin meningkat. 

c. Apakah di Pengadilan Agama Makassar banyak terjadi Sengketa akad 

Musyarakah  

Pada setiap pengadilan Agama tentunya banyak terjadi kasus sengketa 

Ekonomi Syariah terutama pada akad Musyarakah sehingga di situlah diproses 

penyelesaiannya sesuai dengan UU dan Syariat Islam. 

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka mengemukakan.  

“ooh tentunya, di Pengadilan Agama itu pasti sangat banyak kasus 

sengketa Musyarakah khususnya lagi di Pengadilan Agama Makassar ini, 

walaupun sebenarnya banyak juga yang ditolak karena beberapa factor 

seperti kurangnya kelengkapan berkas, kurangnya bukti dan factor-faktor 
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lainnya. Hal itu terjadi karena banyaknya Wanprestasi yang dilakukan 

sehingga pada akhirnya bisa terjadi eksekusi pelelangan (agunan). 

Pelelangan tersebut dilakukan karena biasanya Debitur itu tidak 

melakukan prestasi lagi karena itulah dilakukan pelelangan, dan pada pada 

akhirnya hasil dari agunan tersebut digunakan untuk melakukan 

pembayaran ke pada pihak Bank sesuai dengan jumlah hutang. Dari sekian 

banyak laporan yang masuk salah satunya sengketa Ekonomi Syariah yang 

dapat kami putus yaitu pada kasus perkara Putusan 

No.2480/Pdt.G/2022/PA.Mks ini, walaupun hanya sebagian yang kami 

terima gugatannya dan sebagiannya tidak yang dimana ini diputus pada 

Tahun 2022 Nah begitu” 

Jadi, di Pengadilan Agama Makassar sangat banyak terjadi kasus sengketa  

ekonomi syariah tentang akad Musyarakah karena terjadinya Wanprestasi yang 

dilakukan oleh salah-satu pihak. Tetapi biasa pada akhinya banyak juga yang 

ditolak karena kurangnya berkas, bukti-bukti dll, untuk melakukan suatu 

pengajuan gugatan. Dan jika menangani sengketa tersebut, biasa pada akhirnya 

dilakukan suatu pelelangan (agunan) untuk dijual kemudian hasilnya digunakan 

untuk membayarkan hutang-Nya. 

d. Factor terjadinya sengketa ekonomi syariah pada akad Musyarakah  

 Ada banyak factor atau penyebab yang menjadikan seorang Nasabah 

memiliki masalah di suatu Bank Syariah salah satunya jika memakai sitem akad 

Musyarakah Mutanaqisah. Dan jika mengalami hal seperti demikian maka bisa 

diselesaiakan di Pengadilan Agama. 

Dari hasil wawancara yang didapat dari Ibu (NJ) maka beliau 

mengemukakan:  

“jadi sebenarnya banyak sekali yang menjadi penyebab terjadinya sengketa antara 

Debitur dengan Kreditur, yaitu contohnya seperti jika ada debitur yang tidak lagi 
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mau menunaikan kewajibannya atau membayar hutangNya, berarti debitur ini 

tidak lagi melakukan Prestasi tapi malah melakukan Wanprestasi. Nah, dan 

kebanyakan kasus yang kami hadapi di sini yang melakukan wanprestasi itu 

adalah Debiturnya, sehingga pihak kreditur mengambil langkah untuk 

mengajukan persmasalahannya di Pengadilan Agama ini, nah begitu” 

Dari kasus Ekonomi Syariah khususnya pada akad Musyarakah 

Mutanaqisah di Pengadilan Agama Makassar, itu sebagian besar yang melakukan 

wanprestasi itu adalah Debiturnya sehingga pihak Bank sebagai Kreditur 

mengambil langkah untuk menyelesaiakannya di Pengadilan Agama.  

e. Proses penyelesaian sengketa akad Musyarakah di Pengadilan Agama 

Makassar  Adapun proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah itu 

pastinya harus sesuai dengan hukum Undang-Undang beracara.  

Seperti yang saya dapat dari hasil wawancara oleh Ibu (NJ) maka beliau 

mengemukakan bahwa: 

 “jadi kami dalam menghadapi setiap sengketa pastinya kami selalu pasti 

merujuk kepada hukum islam dan hukum Undang-Undang beracara dan 

itu prosesnya pasti berkasus dan sesuai dengan tahap-tahap pemeriksaan. 

Seperti yang pertama itu harus ada dulu yang namanya Mediasi, di situ 

bertujuan supaya kita bisa mendamaikan mereka dulu dengan adanya 

pihak ke tiga yaitu namanya Mediator, Mediator ini adalah sebagai 

penghubungnya dengan pihak A dan pihak B. Jadi bukan cuman itu saja, 

maka ada lagi yang namanya seperti pembacaan gugatan, tahap jawab 

menjawab, ada pembuktian, ada kesimpulan dan juga pastinya ada yang 

namanya Musyawarah oleh Hakm untuk mencapai yang namanya Putusan. 

Jadi memang kami dalam menghadapi kasus seperti ini harus betul-betul 

memperhatikan dari satu tahap ke tahap selanjutnya dan itu harus teliti.” 

Sesuai dengan wawancara di atas maka dalam menghadapi setiap sengketa 

di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, maka proses hakim itu dalam 

menyelesaiakan sengketa Ekonomi Syariah memang harus sesuai dengan hukum 

Islam karena itulah yang membedakan dengan Bank Konvensional serta hukum 
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undang-Undang beracara yang berlaku. Dan melakukan dari tahap satu ke tahap 

selanjutnya.20 

f. Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa Musyarakah di 

Pengadilan Agama.  

Pada Umumnya waktu yang digunakan untuk setiap perkara itu selama 6 

bulan di tingkat pertama. 

  Dari hasil wawancara oleh Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan bahwa:  

“kalau untuk waktunya itu pada umumnya digunakan waktu 

selama enam bulan, seperti halnya di Pengadilan Negeri juga 

membutuhkan waktu enam bulan. Tetapi jika proses penyelesaian 

sengketa itu berjalan lancar maka biasanya itu kurang dari enam bulan, 

seperti itu. Jadi intinya itu tergantung lancar atau tidaknya.” 

g. Pandangan Majelis Hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para 

pihak terhadap penyelesaian sengketa Musyaraka. 

 Biasanya orang yang bersengketa di Pengdilan Agama apalagi mengenai 

sengketa Ekonomi Syariah biasanya itu memiliki kuasa hukum untuk menjadi 

pendamping atau yang mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan.  

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu (NJ) maka beliau mengemukakan 

bahwa: 

“hmmm, sebenarnya adanya kuasa hukum itu sangat membantu untuk para 

pihak akan tetapi mereka-mereka itu sangat-sangat sering memperlambat 

proses-Nya. Seperti contohnya saja mereka itu biasa belum melengkapi 

berkasnya, tidak datang pada saat persidangan sehigga sidang itu selalu 

tertunda karena adanya kuasa hukum itu.” 

                                                           
20 Dra. Hj. Nurjaya, M.H, Hakim Pengadilan Agama Makassar (Pengadilan Agama Makassar 

Kelas 1 A) Wawancara, Makassar, 6 april 2022. 
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Peran kuasa hukum itu sangat berpengaruh untuk para pihak yang 

bersengketa, tetapi kadang kala biasa memperlambat jalannya proses sidang.  

h. Kendala Majelis Hakim dalam menghadapi kasus sengketa akad Musyarakah    

Kewenangan untuk mengadili kasus Ekonomi Syariah di Pengadilan 

Agama merupakan suatu kewenangan yang sangat absolut untuk Pengadilan 

Agama. Dan tidak menutup kemungkinan pastinya biasa terjadi kendala-kendala 

yang dialami oleh Majelis Hakim terkhusus lagi pada sengketa Ekonomi Syariah 

pada akad Musyarakah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Majelis Hakim di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1 A juga mengatakan bahwa terdapat banyak kasus 

sengketa Ekonomi Syariah terkhusus lagi pada akad Musyarakah di Pengadilan 

Agama Makassar.  

Adapun salah-satu dalil yang menjadi dasar rujukan Majelis Hakim adalah 

pada QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman! 

Penuhilah akad-akad itu. Serta salah satu hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amru 

bin Aul yang artinya: dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

(yang telah disepakati) kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram. Kemudian merujuk pada perkara sengketa akad 

Musyarakah  yang terdapat pada Masyarakat di Makassar yang diadukan di 

Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A telah memberikan bukti bahwa 

Masyarakat bersengketa dikarenakan salah-satu pihak tidak mendapatkan keadilan 

dalam menjalankan akad tersebut. Hal ini tentu dikarenakan karena salah-satu 
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pihak yang yang melakukan akad tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan yang 

berlaku pada jenis akad yang disepakati sehingga pada ujungnya terjadi 

perselisihan atau sengketa terhadap mereka, akhirnya terjadilah sengketa Ekonomi 

Syariah pada akad Musyarakah.  

Adapun saran yang sudah diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan 

Agama Makassar untuk menghindari sengketa atau pertengkaran jika akan 

melakukan suatu akad di suatu Bank maka sebaiknya pihak yang mau melakukan 

akad seharusnya menganalisis baik-baik tentang akad apa yang akan mereka 

sepakati sehingga mereka mengetahui aturan-aturan yang berlaku pada akad 

tersebut, serta selalu merujuk pada aturan syariat Islam karena itulah yang 

membedakan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah 

Pada kasus sengketa ini Penggugat melaporkan Tergugat ke Pengadilan 

Agama karena Tergugat melakukan perbuatan dikategorikan Melawan Hukum 

Bahwa atas itikad baik Penggugat telah meminta kebijakan Tergugat l tetapi akan 

melakukan Lelang barang Jaminan milik Penggugat dibawah harga pasaran, 

dimana nillai pinjaman penggugat sudah hamper melebihi separuh setengah nilai 

pinjaman pada Tergugat 1, yang artinya nilai pinjaman Penggugat sisa sedikit 

dibanding pokok pinjaman, namun oleh Tergugat 1 memaksakan untuk dilakukan 

lelang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat inilah yang dinilai oleh Penggugat 

adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebab nantinya akan menjual secara lelang 

dibawah harga pasaran yang sangat jauh nilainya. Bahwa akibat perbuatan 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 maka wajar dan patut 
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apabila tergugat 1 dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh 

Penggugat. 

Adapun salah-satu dalil yang menjadi dasar rujukan Majelis Hakim adalah 

pada QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman! 

Penuhilah akad-akad itu. Serta salah satu hadits Nabi Riwayat Tirmidzi dari Amru 

bin Aul yang artinya: dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka 

(yang telah disepakati) kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram. 

Kemudian merujuk pada perkara sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah 

yang terdapat pada Masyarakat di Makassar yang diadukan di Pengadilan Agama 

Makassar Kelas 1 A telah memberikan bukti bahwa Masyarakat bersengketa 

dikarenakan salah-satu pihak tidak mendapatkan keadilan dalam menjalankan 

akad tersebut. Hal ini tentu dikarenakan karena salah-satu pihak yang yang 

melakukan akad tidak terlalu memperhatikan aturan-aturan yang berlaku pada 

jenis akad yang disepakati sehingga pada ujungnya terjadi perselisihan atau 

sengketa terhadap mereka, akhirnya terjadilah sengketa Ekonomi Syariah pada 

akad Musyarakah Mutanaqisah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah 

dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyebutkan : “Hukum 

acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah 

hukum acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan 

Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.” 
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Selayaknya Mejelis menggunakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam 

KUHPerdata terutama buku tiga tentang perjanjian dan hukum acaranya.  

Setelah diuraikan secara seksama mengenai penjelasan penyelesaian 

sengketa Ekonomi Syariah pada akad Musyarakah Mutanaqisah di Pengadilan 

Agama Makassar Kelas 1A, sampailah kepada tahap kesimpulan dan saran-saran 

yang dapat disampaikan setelah melakukan pembahasan yang terkait dengan 

permasalahan tersebut 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Analisis 

Penyelesaian Sengketa Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (Study kasus 

analisis putusan No. 2480/Pdt.G/2022/PA.Mks)” dapat disimpulkan bahwa:  

1. Sengketa Ekonomi Syariah dengan akad Musyarakah  di Pengadilan Agama 

itu sangat banyak, yang dimana kita ketahui bahwa Musyarakah 

Mutanaqisah adalah suatu akad kerja sama untuk suatu kepemilikan asset 

atau barang antara satu pihak atau lebih. Adapun jika terjadi sengketa 

seperti ini di Pengadilan Agama maka itu akan di proses secara perkasus 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Prosedur/proses penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah pada akad 

Musyarakah di Pengadilan Agama Makassar itu didasarkan atas alasan 

bahwa perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, 

dan penyelesaiannya selalu mengikut pada aturan Undang-undang beracara 

yang berlaku dan sesuai dengan aturan hukum Syariat Islam. Putusan 

disampaikan oleh Majelis hakim itu sudah dimusyawarahkan bersama para 

Hakim sehingga putusan itu sudah pasti akurat dan sesuai dengan aturan 

yang berlaku sehingga para pihak harus menerima putusan dengan bijak, 

akan  tetapi jika tidak dapat menerima putusan-Nya maka mereka boleh 

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. 
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3. Dalam memutuskan suatu perkara tentunya Majelis Hakim mempunyai 

suatu rujukan atau dasar hukum yang berlaku di Undang-Undang hukum 

beracara dan hukum syariat Islam. Majelis hakim dalam pertimbangan 

hukum, sama sekali tidak mempertimbangan apa alasan 

menerima,memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat. 

Yang dipertimbangan oleh Majelis Hakim Adalah petitum Penggugat. 

Begitupun pada akad Musyarakah ini, para Majelis Hakim selalu melakukan 

musyawarah terlebih dahulu untuk suatu keputusan dan itu sesuai dengan 

hukum ber acara dan hukum Islam yang berlaku.  

B. Saran 

 Berikut ini beberapa saran yang dapat ditujukan kepada para elemen dalam 

kehidupan bermasyarakat guna menghindari perpecahan yang diakibatkan oleh 

sengketa akad Musyarakah. 

1. Kepada para Masyarakat, apalagi yang suka melakukan pinjaman kepada 

suatu Bank Syariah agar sekiranya mempelajari terlebih dahulu prosedur 

sehingga mengetahui aturan-aturan yang berlaku jika melakukan suatu akad. 

Begitupun para pihak Bank Syariah harus juga mengetahui aturan-aturan-

Nya sehingga dapat lebih teliti dalam menghadapi suatu akad yang akan 

diberlakukan kepada para calon Nasabahnya.  

2. Kepada para Akademisi, agar lebih dalam mempelajari teori-teori atau 

prosedur penyelesaian sengketa akad Musyarakah Mutanaqisah, baik dari 

langkah-langkahnya atupun aturan-aturan yang berlaku sehingga 

menjadikannya sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya 
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